
76 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

A. Buku  : 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta. 

Sholehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali. 

Pers, 2003. 

Purnama Sari, Erlin, Proses Penempatan Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Terbuka, Depok : Skripsi UI, 2009.  

Priyatno, Dwija, Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2006.  

Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 

1985.  

Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung: Alumni, 1992.  

J. Cooke, David, etc, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, terjemahan In 

Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia, 2008.  

Harsono HS., CI. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 

1995.  

Chuldun, dkk.2014. Strategi Konkret Pelaksanaan Pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Klas I Semarang.Semarang : 

LAPAS Klas I Semarang. 

Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 

Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum.Jakarta : Rineka 

Cipta. 

Achmad Soemadipradja,R dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan 

di Indonesia, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979. 

 

 

 



77 

 

B. Peraturan 

Indonesia. Perautan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No.31 Tahun 1999 

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. UU No. 12 Tahyn 1995, LN No. 

77 Tahun 1995, TLN No. 3614 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi 

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (“Permenkumham 10/2020”). 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19 

pk.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengluaran dan Pembebasan 

Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 

(“Kepmenkumham 19/2020”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


